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ABSTRAK 

EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM 

HUKUM PIDANA INDONESIA 

 

Oleh  

Muhammad Agus Alfa R 

 

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab 

sebelumnya, bahwa : Kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam 

Kitab UndangUndang Hukum Pidana hatnpir selalu menjadi pidana alternatif dan 

pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup selalu dialtematifkan dengan pidana 

penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur 

hidup termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana 

mati.   

Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur 

hidup kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif 

dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak 

tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan amerika. 

Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu 

tetapi juga oleh lembaga intemasional. Rancangan Konsep KUHP tetap 

mempertahankan Pidana penjara seumur hidup. 

 

 

Kata Kunci : Pidana, Penjara, seumur hidup 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional  

masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut 

nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam deligan pidana 

seumur hidup. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana 

merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Kehadiran 

sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menual kritik, yang menyatakan 

bahwa pidar£:i merupakan penanggulangan dari kebiadaban kita di masa lalu 

(Vestige of our savage past) yang seharusnya dihindari. Hal tersebut dikarenalcan 

pidana merupakan bagian dari praktek perlakuan manusia terhadap manusia yang 

lain secara kejam seperti dibakar hidup-hidup, dirajam sampai meninggal dunia, 

diteng&Aamkan ke laut, atau dipenggal leher dengan pedang. Kritik ini berujung 

pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin diganti dengan 

tindakan (treatment-maatregelen), atau yang dikenal dengan "Abolisionist 

Movemenf'.
1
 

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrument 

penanggulangan kejahatan, tapi kenyataannya pidana tetap digunakan. Sepanjang 

sejarah umat manusia dan dipraktekkan di berbagai negara dan bangsa termasuk di 

                                                 
1
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakarz Pidana, Alumni, Bandung 

1984, hlm. 150 
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Indonesia melalui pencantumannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (selanjutnya disebut KUHP). 

Dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, kedudukan pidana seumur hidup dalam 

sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan "Perampasan 

Kemerdekaan" seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai 

sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi 

sosial. Sehubungan dengan hal itu Mulder pemah menyatakan "pidana perampasan 

kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, 

terpidana akhimya tetap diantara kita".
2
 

Penggunaan pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan 

sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama 

pada tujuan untuk melindungi atau rnengamankan masyarakat dari perbuatan-

perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau 

merugikan masyarakat. Terhadap kriteria eksepsional yang demikian inipun 

hendaknya harus tetap berhati-hati, karena kriteria "membahayalcan atau merugikan 

masyarakat" itupun rnerupakan kriteria yang cukup sulit. di samping karena kriteria 

itu dapat bersifat relatif juga, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana adalah 

perbuatan yang membahayakan atau merugikan masyarakat. Bertolak dari pemikiran 

"relativitas", bahwa tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus 

membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku tindak pidana yang mempunyai 

                                                 
2
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1996, hlm. 208 
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kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki atau memperbaiki 

dirinya sendiri, maka akan dirasakan lebih aman bila tidak menggunakan pidana 

penjara seumur hidup yang di dalamnya mengandung unsur "absolut" dan "definite". 

Perbuatan atau orang yang dipandang "membahayakan masyarakat" itu, dapat 

dinetralisir dengan merelatifkan sifat berbahayanya itu dalam jangka waktu tertentu. 

katakanlah batas waktu antara 25-40 tahun merupakan batas waktu yang dipanjang 

cukup untuk menganggap bahwa "bahaya" itu telah dihilangkan atau telah 

dinetralisir. 

Dari uraian di atas dapatlah dikonkretkan, bahwa pidana penjara seumur hidup 

hanya dapat diterima secara eksepsional dalam arti hanya sekedar untuk memberikan 

ciri simbolik. Jadi tidak untuk benar-benar secara harfiah dijatuhkan, tetapi sekedar 

untuk memberikan "peringatan" kepada warga masyarakat akan sangat tercelanya 

perbuatan yang bersangkutan. Tanda peringatan atau simbol itu mengandung arti, 

bahwa si pelanggar dapat dikenakan maksimum pidana penjara yang cukup lama. 

Jumlah lamanya pidana penjara ini tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik 

yang bersangkutan. Secara teknik perundang-undangan, dapat dirumuskan sebagai 

"maksimum umum" untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur 

hidup. Jadi cukup dirumuskan dalam bagian umum KUHP. Dengan demikian, 

berbeda dengan sistem perumusan yang selama ini digunakan, yaitu pidana penjara 

seumur hidup dialternatifkan dengan pidana penjara maksimum 20 tahun dalam 

perumusan delik yang bersangkutan. 
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Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, pidana penjara 

baru dikenal di Indonesia ketika VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) 

memperkenalkan lembaga "bui" pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada 

jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara.
3
 

Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalamn sistem hukum pidana 

nasional semakin kokoh dengan adanya unifikasi WvS (Wetbook van Strafrecht) di 

Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. 

Dengan diberlakukannya WvS di Indonesia maka secara resmi kedudukan pidana 

penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana  yang ada 

dalam hukum pidana nasional. Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa pidana 

penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum Baratibukan 

produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai – nilai yang hidup 

dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya melakukan reorientasi dan 

reformulasi terhadap pidana seumur hidup dalam kedudukan sistem hukum pidana 

nasional sangatlah penting. 

Penetapan sanksi pidana dalam KUHP mengandung konsekuensi logis-yuridis 

untuk menjadi alasan bagi pemberlakuan berbagai jenis, susunan dan cara pengenaan 

sanksi pidana. Oleh karena pencantuman yang demikian, maka menjadi jelas bagi 

aparat peradilan pidana dalam hal ini hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis 

sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang 

                                                 
3
 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan 

pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 52 
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tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut kepada terdakwa yang dalam suatu 

persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. 

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam 

kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan 

rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana nasional, 

adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni 

pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang muncul 

dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan 

dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga 

Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup 

sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses 

resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga 

pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering 

menjadi acuan bagi terpidana seumur hidup untuk memperjuanglcan nasibnya agar 

diubah pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu. Jika demikian 

permasalahannya, maka perlu ditelusuri pula kedudukan dari pidana seumur hidup 

dalam sistem hukum pidana nasional, di samping ada keharusan mendeskripsikan 

pelaksanaan pidana seumur hidup, dan proyeksinya terutama menyongsong 

berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang juga cenderung 

mempertahankan pidana seumur hidup. 

Dari penjelasan diatas, penulis merasa bahwa hal tersebut perlu diangkat 

dalam sebuah tulisan / karya ilmiah. Dengan kata lain penulis ingin mengadakan 
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penelitian guna memecabkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam karya 

ilmiah ini nantinya. Karya ilmiah yang dimaksud adalah skripsi yang berjudul : 

EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM 

HUKUM PIDANA INDONESIA. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok¬pokok 

permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam 

hukum pidana positif ? 

2. Bagaimanakah perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi 

pidana penjara seumur hidup ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penulisan skripsi ini juga perlulah kiranya diberikan suatu batasan atau 

ruang lingkup dari permasalahan yang nantinya akan dibahas, sehingga pada akhimya 

nanti penelitian ini akan mencapai beberapa tujuan diantaranya : 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan pengaturan pidana penjara 

seumur hidup dalam hukum pidana positif. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perwujudan ide pemasyarakatan dalam 

perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup. 
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Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan 

dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi 

pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana secara formil dan Penelitian 

skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya 

maupun dalara eksistensi pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana 

Indonesia sekaligus sebagai sarana untuk memperluns wawasan bagi para pembaca 

mengenai kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidan.a 

positif. 

D. Definisi Konseptual  

Pidana penjara seumur hidup selalu dialtematifkan dengan pidana penjara 

jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur hidup 

termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati. 

Pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung 

mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai 

gerakan yang muncul di Eropa dan amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara 

tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga 

intemasional. Rancangan Konsep KUHP tetap mempertahankan Pidana penjara 

seumur hidup. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Selaras dengan judul dan pennasalahan pada penulisan skripsi ini, maka 

metode penelitian hukum yang digunakan dengan menggunakan tipe penelitian 
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yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, 

atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
4
 

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yakni 

peraturan perundang-undangan 

2. Bahan Hukum Sekunder merupalcan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan, surat-kabar baik melalui media cetak ataupun 

media internet; serta artikel atau majalah. 

3. Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk 

baik terhadap istilah maupun kata-kata asing, seperti kamus hukum maup•m 

ensiklopedi. 

Dalam rangka pengumpulan data guna peneliltian ini, maka penulis 

mempergunakan metode penelitian kepustakaan / library research. Metode ini 

dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, 

peraturan-peraturan. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam 

skripsi ini
5
. Hal ini dilakukan dengan cara mengutip isi dari pendapat para pakar yang 

terdapat pada buku literatur, isi pasal dari peraturan perundangan-undangan dan lain 

sebagainya. 

                                                 
4
 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 

1986, hlm. 52 

5
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, 

hlm. 9 
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses 

editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang 

telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil 

dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat 

pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali 

menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta 

diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar alcurasi data dapat diperiksa dan 

kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data. 

Analisis data yang digimalcan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif 

kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan 

gambaran sistematis atu suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang 

dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. 

Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari 

sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sehingga 

hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula 

saran-saran. 

F. Definisi Operasional 

Sanksi pidana dalam KUHP mengandung konsekuensi logis-yuridis untuk 

menjadi alasan bagi pemberlakuan berbagai jenis, susunan dan cara pengenaan sanksi 

pidana. Oleh karena pencantuman yang demikian, maka menjadi jelas bagi aparat 

peradilan pidana dalam hal ini hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis sanksi 

pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang tercantum 
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dalam Pasal 10 KUHP tersebut kepada terdakwa yang dalam suatu persidangan 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. 

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam 

kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan 

rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana nasional, 

adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni 

pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang muncul 

dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan 

dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga 

Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup 

sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses 

resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga 

pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering 

menjadi acuan bagi terpidana seumur hidup untuk memperjuanglcan nasibnya agar 

diubah pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu. Jika demikian 

permasalahannya, maka perlu ditelusuri pula kedudukan dari pidana seumur hidup 

dalam sistem hukum pidana nasional, di samping ada keharusan mendeskripsikan 

pelaksanaan pidana seumur hidup, dan proyeksinya terutama menyongsong 

berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang juga cenderung 

mempertahankan pidana seumur hidup.  

 

G. Sistematika Penulisan 
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Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan,  

ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, metodologi sebagai 

metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan 

yang terakhir sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa teori ataupun penjelasan 

mengenai beberapa penjelasan diantaranya mengenai sistem hukum 

pidana Indonesia, kemudian pengertian dan jenis pidana dan yang 

terakhir penjelasan mengenai pidana penjara seumur hidup. 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian dan pembahasan 

permasalahan yang menjelaskan secara normatif atas data yang 

diperoleh dari hasil penelitian untuk kemudian dianalisa. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran. 
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